
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 1  

TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 21  

Tahun 2017 ten tang Standar Operasional Prosedur 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan dan Kebutuhan hukum sehingga 

perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kepulauan 

Sangihe Nomor 21  Tahun 2017 ten tang Standar 

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe; 7 
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1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan / 
6. 
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Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di 

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221 ) ;  

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61 ) ;  

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 1  

tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 74); 

12 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Serita Negara 
Republik Indonesia 20 12 Nomor 649); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)/ 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 

1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 

Nomor 1) .  

MEMUTUSKAN: 

PENCABUTAN PERATURAN SUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 21  TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Nomor 2 1  Tahun 2017 tentang Standar 

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe (Serita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 2 1 )  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. / 
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Pasal 2 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa�ya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. / 

Ditetapkan di Tahuna 
pada tanggal, 20 Mei 2021 
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

JABES EZAR GAGHANA 

Diundangkan di Tahuna 
pada tanggal, 20 Mei 2021 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

MELANCHTON HARRY WOLFF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021 

NOMOR 9 


